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PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :£§ TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI CIREBON

bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 67 Keputusan Bupati
Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Uraian tugas Sekretarial Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Uraian Tugas Jabatan
Struktural harus diatur lebih lanjut cleh Bupati.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat
Daerah. perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1874
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041}

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1889
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor B8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1899 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3880);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai MNegeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4262);



Menetapkan -

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
2000 tentang Kenakan Pangkat Pegawal Megen Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4017});

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2004
tentang Pembentukan Sekretariat Oaerah dan Sekretanat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ({Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 28 Seri D.9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2004
tentang Organisasi dan Tata Kera Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomeor 29 Seri D 22

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005
tentang Teknlk Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomaor 36 Seri D.22);

11. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 87 Seri D.59).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
Bupati adalah Bupati Cirebon;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon,

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;

Sekretanat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintah Kabupaten
Cirebon;

9 Asisten Perskonomian dan Kesejahleraan Rakyat adalah
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten
Cirebon;

10, Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi Kabupaten
Cirebon;

11. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupafen
Cirebon;
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Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon:

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon;

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cirebon,

Pimpinan adalah Bupati, Wakil Bupatt dan Sekretarnis Daerah
Kabupaten Cirebon.

BAB Il
SEKRETARIS DAERAH
Pasal 2

Sekretaris Daerah mempunyal tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan
pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas:

a. mengkoordinasikan pregram  dan  langkah-langkah kerja
Sekretaris Daerah, sesuai dengan kebijakan Bupati;

b. mengkoordinasikan penyusunan APBD,

¢. merumuskan sasaran keglalan Sekretariat Daerah untuk
melaksanakan program dan langkah-langkah kera yang telah
ditetapkan;

d. mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan
bawahan;

e. membina dan mengevaluasi pegawai serfa memelihara terus
menerus kemampuan berprestasi pegawal di  lingkup
Sekretariat Daerah dalam rangka peningkatan produkiifitas
kerja dan mengembangkan karier pagawai;

f. memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh
kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah;

g- mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur atau pedoman
yang mendukung ierhadap pelaksanaan tugas berdasarkan
kebijakan Bupati,

h. menyelenggarakan dan membina administrasi kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan peralanan dinas,

i. mengkoordinasikan, pembinaan dan mengevaluasi terhadap
kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya
peningkatan hasil pelaksanaan tugas di daerah;
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|. memberikan pelayanan teknis administratif kepada Bupati,

Wakil Bupati dan kepada seluruh Satuan Kera Perangkat
Daerah;

k. mengkaji dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
mengevaluasi hasil kerja bawahan;
m.melaksanakan fungsi Sekretans Muspida,
menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Bupat;

o. memberikan saran dan perimbangan kepada Bupati sebagai
bahan pengambilan keputusan/strateqi kebijakan daerah;

p. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka
melaksanakan tertib organisasi dan tertib hukum berdasarkan
kebijakan Bupati,

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh
Bupati.
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BAB lil
ASISTEN PEMERINTAHAN
Pasal 3

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan
pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tata
pemearintahan daerah, pembinaan pemerintahan desa,
perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan
organisasi dan tatalaksana.

Untuk melaksanakan tugas pokok se&bagaimana dimaksud pada
ayat (1), Asisten Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah, dalam
bidang tugas-tugas pemerintahan umum;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan langkah-
langkah kerja Asisten Pemerintahan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala
Bagian, dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkup
pemenntahan;

d. rmemimpin, mengkoordinasikan, membina, dan
mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas di
lingkup pemerintahan umum,

2, membina dan memotivasi pegawai serta memelihara terus
menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkup Asisten
Pemerintah dalam rangka peningkatan produktifitas kerja
dan mengembangkan karier pegawai,

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkup asisten
pamerintahan untuk mengetahui sampai sejuh mana
kesesuaian dengan program dan langkah-langkah kerja yang
ditentukan;



mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan tugas serta
evaluasi anggaran satuan kerja perangkat daerah di lingkup
pemerintahan;

mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah
dinas yang menjadi kewenangannya,

mempelajari dan menganalisis konsep Raperda, Peraturan
Bupati dan produk-produk hukum lainnya yang diajukan aleh
satuan dan unit kerja dilingkup pemerintahan;

mempelajari dan menganalisas konsep-konsep produk
hukum di lingkup pemerntahan;

. memberikan saran dan pertimbangan Kkepada Sekretans

Daerah, yang berkaitan dengan kegiatan bidang
pemenntahan, dalam rangka pengambilan
keputusankebijakan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
Daerah, yang berhubungan dengan jabatan Camat dan
Lurah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan;

. mengkoordinasikan Keglatan penyelenggaraan ofonomi

desa;

mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada kaitannya
dengan masalah pembebasan tanah;

marumuskan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan
pemerintahan daerah, kelurahan, desa, pengembangan
perkotaan, organisasi dan tatalaksana dan hubungan antar
lembaga;

mengambil langkah-angkah yang diperiukan agar tugas dan
fungsi  Asisten Pemerintahan dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya;

. memantau penyelenggaraan tata pemerintahan daerah dan

pembinaan tata pemerintahan desa;

mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemernntahan
umum, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;

mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk
leknis penataan kelembagaan, pembinaan organisasi dan
tatalaksana serta evaluasi organisasi.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
Daerah;

melaksanakan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah,



BAB IV
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Bagian Tata Pemerintahan Daerah
Pasal 4

{1} Kepala Bagian Tata Pemerintahan Daerah mempunyai tugas
pokok mengelola pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan
petunjuk feknis penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Tata Pemerintahan Daerah mempunyai
uraian tugas:

(€]

membantu  Asisten Pemerintahan, di bidang tata
pemerintahan daerah;

menyusun rencana dan program kera Bagian Tala
Pemernntahan Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,

memimpin, mendistribusikan, dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya;

membina dan memotivasi pelaksana serta memelihara terus
menerus kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Tata
Pemaerintah Daerah, dalam rangka peningkatan produktifitas
kerja dan mengembangkan karier pegawai;

memantau. mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;

mengelola pengumpulan bahan, menganalisa data di bidang
tata pemerintahan daerah;

mengoreksi dan menyempumakan konsep-konsep naskah
dinas di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah,
perangkat daerah, pengembangan wilayah dan perkotaan;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan
pemenntahan daerah. otonomi daerah, pengembangan
wilayah dan perkotaan;

menyusun, menganalisa, dan merumuskan bahan rapat-
rapat koordinasi Perangkat Daerah;

melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang
tata pemerintahan daerah;

mengelola pelaksanaan pengumpulan bahan, penganalisaan
data pemerintahan daerah;

mengelola koordinasi honzontal dan kKonsullasi vertikal
dalam rangka pelaksanaan  kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan daesrah,

mengelola pelaksanaan pengumpulan bahan pedoman dan
petunjuk  teknis rencana tindakan dalam pelaksanaan
Otonomi Daerah;
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(2)

mengelola pelaksanaan  pengumpulan  bahan  dan
penganalisaan data serfa memberkan peartimbangan
kebijakan pembinaan Perangkat Daerah:

mengelola pelaksanaan pengumpulan  bahan  dan
penyusunan strategi pengembangan perkotaan;

mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan Kegiatan
pemerintahan daerah yang meliputi pemilu dan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati;

mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan administrasi kecamatan dan kelurahan;

mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka
melaksanakan tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib
hukum di Bagian Tata Pemerintah Daerah;

mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan
koordinasi bidang pertanshan yang menjadi  urusan
pemenntahan Kabupaten; '

mengelola rencana dan pelaksanaan anggaran kegiatan
Bagian Tata Pemerintahan Daerah;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten
Pemerintahan, yang berkaitan dengan kegiatan fata
pemerintahan  daerah, dalam rangka pengambilan
keputusan/strategi kebijakan daerah;

melaporkan kepada Asisten Pemerintahan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

mengelola evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan
tugas/kegiatan Bagian Tata Pemerntahan Daerah, sesuai
ketentuan yang berlaku,

melaksanakan tugas kedinazan lain yang diberikan cleh
Asisten Pemerintahan, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Otonomi Daerah
Pasal 5

Kepala Sub Bagian Otonomi Dasrah mempunyal tugas pokok
menyiapkan analisa data dalam rangka penyusunan arah dan
strategl kebijakan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai uraian
tugas:

a.

b.

membantuy Kepala Bagian Tata Pemerintahan Daerah,
dalam melaksanakaan tugas di bidang otonomi daerah;

menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian
Otonomi Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan fugas
kepada pelaksana;



membina dan memotivasi pelaksana dalam rangka
pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan meniial
pelaksanaan tugas pelaksana;

mengumpulkan dan mengolah data otonomi daerah,

menylapkan dan menganalisa data urusan yang
merupakan kewanangan daerah;

melaksanakan inventarisasi dan mengevaluasi kewenangan
daerah,

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan di bidang penyelenggaraan otonomi
daerah;

membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang
penyelenggaraan otonomi daerah;,

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan dan
menganalisa data kemampuan potensi daerah dan sumber
daya daerah;

menyiapkan bahan penyusunan dan merumuskan
pembentukan asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi
DPRD serta kerjasama antar daerah;

. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi pengusulan
keanggotaan DPRD dan atau keanggotaan DPRD antar
waktyu atas dasar usulan KPUD dan DPRD;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
atas pelaksanaan otonomi daerah;

menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;

menyiapkan pelaksanaan fasilitasi proses pengangkatan,
pemberhentian Bupat dan Wakil Bupati,

menyiapkan  bahan  pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada pemerintah  disampaikan
kepada Menteri Dalam Neger melalui Gubernur;

menyiapkan bahan rencana strategis di bidang tata
pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan laporan akuntabiitas kinerja instansi
pemerintahan di bidang tata pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Sub Bagian
Otonomi Daerah;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil Kerja
pelaksana,

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Tata Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan
pelaksanaan otonomi daerah, sebagai bahan pengambilan
keputusan/sirategi kebijakan daerah,

. melaporkan kepada Kepala Bagian Tata Pemenntah Daerah,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
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menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan 3Sub Bagian Otonomi Daerah, sesuai
ketentuan yang berlaku;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Tata Pemerintah Daerah, sesuai bidang
tugasnya

Bagian Ketiga
Sub Bagian Perangkat Daerah
Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Ferangkat Daerah mempunyai tugas pokok
menyiapkan pelaksanaan dan pengolahan bahan pembinaan
perangkat daerah.

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagamana dimaksud pada
ayal (1), Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai
uraian tugas:

b.

membanty Kepala Bagian Tata Pemeritahan Daerah,
dalam melaksanakan tugas di bidang perangkat daerah;

menyiapkan rencana dan program kera Sub Bagan
Perangkat Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada pelaksana;

membina dan memotivasi pelaksana, dalam melaksanakan
tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana,

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
perangkat daerah;

menyiapkan bahan pembinaan terhadap peningkatan kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah;,

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan
data, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fugas Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

menyiapkan penyusunan dan merumuskan bahan materi
kebijakan manual Sistem Perangkat Daerah;

menyiapkan bahan perencanaan, pengumpulan dan
penyusunan kewenangan Camat dan Lurah sera
menserasikan kewenangan Dinas Daerah;

menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja camat,

membuat konsep pedoman dan petunjuk ieknis di bidang
pembinaan perangkat daerah;

menyiapkan pelaksanaan Koordinasi dan  konsultasi
Perangkat Daarah;

menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Sub Bagian
Perangkat Daerah;
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melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil
kerja pelaksana;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Tata Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan kegiatan
pembinaan perangkat daerah, dalam rangka pengambilan
keputusan/ strategi kebijakan daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintah Daerah,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Perangkat Daerah, sesuai ketentuan
yang beslaku

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Tata Pemerintah Daerah, sesuai bidang
tugasnya.

Bagian Keempat

Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Perkotaan

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Perkotaan
mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan dan analisa
data terhadap kebijakan pengembangan wilayah dan perkotaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan
Perkotaan mempunyai uraian tugas:

(2)

d.

membantuy Kepala Bagian Tata Pemenntahan Daerah,
dalam melaksanakaan tugas di bidang pengembangan
wilayah dan perkotaan,

menyiapkan rencana dan program kerfa Sub Bagian
Pengembangan Wilayah dan Perkotaan, sebagai pedoman
pelaksanaan fugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
kepada pelaksana,

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas,;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

melaksanakan pengumpulan bahan dan analisa data
pengembangan wilayah dan perkotaan;

menyiapkan bahan penetapan kebijakan untuk mendukung
tata kota;

menyiapkan bahan perumusan, perencanaan  dan
pengkoordinasian penataan administrasi pemenntahan
meliputi penataan kelurahan, kecamatan dan ibukota
Kabupaten;
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menyiapkan bahan perumusan, penyusunan data mformasi
dokumentasi pengembangan tata kota, pemetaan wilayah
dan tanda batas daerah;

menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi atas
pelaksanaan kebijakan tata ruang dan pengembangan
wilayah,

membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang
pengembangan wilayah dan perkotaan;

melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian
Tata Pemerintahan Daerah:

. menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Sub Bagian

Pengembangan Wilayah dan Perkotaan;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil
kerja pelaksana,

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Tata Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan kegiatan
pengembangan wilayah dan perkotaan, dalam rangka
pengambilan keputusan/strategi kebijakan daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintah Daerah,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Perkotaan, sesuai
ketentuan yang berlaku,

melaksanakan fugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Tala Pemerintah Daerah, sesuai bidang
tugasnys.

BAB V
BAGIAN HUKUM

Bagian Pertama
Bagian Hukum

Pasal 8

(1) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok mengelola
kegiatan penyusunan dan pengkajian produk hukum, pemberian
bantuan hukum  dan dokumentasi dan informasi tentang
peraturan daerah,

i2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Hukum mempunyai uraian tugas:

b.

membantu Asisten Pemerintahan, dalam melaksanakan
tugas di bidang hukum;,

menyusun rencana dan program kera Bagian Hukum,
sebagai pedoman pelaksanaan fugas.

memimpin, mendistribusikan dan memberi  petunjuk
pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya,



.

membina dan memotivasi pelaksana/pegawai  serta
memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai
di Bagian Hukum dalam rangka peningkatan produktifitas
kena dan mengembangkan karier pegawai;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana.

mengelola pelaksanaan koordinasi perumusan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta
produk-produk hukum daerah lainnya;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan
perundang-undangan, bantuan hukum, dokumen hukum dan
penyuluhan hukum;

mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan
parundang-undangan dan penyiapan bahan rancangan
Peraturan Daerah;

mengelola pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyelenggaraan tertib hukum di daerah;

menghimpun  bahan peraturan  perundang-undangan,
mempublikasikan, mensosialisasikan produk hukum dan
dokumentasi hukum serta pelaksanaan sistem jaringan,
dokumentasi dan informasi hukum;

mengelcla penyiapan bahan dan bantuan hukum kepada
aparatur pemerintah daerah atas masalah hukum yang
timbul dalam pelaksanaan tugas baik di dalam maupun diluar
pengadilan;

mengelala penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan
kepada Desa Sadar Hukum dan Keluarga Sadar Hukum;

. mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah
dinas di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan
hukum, dokumentasi hukum dan penyuluhan hukum;

melaksanakan koordinasi horizontal dalam  rangka
kelancaran pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten
Pemerintahan, yang berkaitan dengan bidang hukum,
sebagai bahan pengambilan keputusanistrategis kebijakan
daerah;

mengevaluasi hasil kerja para Kepala Sub Bagian, sesuai
program dan langkah kerja yang telah ditentukan;

melaporkan kepada Asisten Pemenntah, seliap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Bagian Hukum, sesuai ketentuan yang
berlaku;

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Asisten Pemerintah, sesuai bidang tugasnya.



Bagian Kedua
Sub Bagian Produk Hukum
Pasal 9

{1) Kepala Sub Bagian Produk Hukum mempunyai tugas pokok
menyiapkan pengkajian dan perumusan rancangan peraturan
dasrah dan penelaahan produk hukum daerah lainnya.

Untuk melaksanakan ugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Produk Hukum mempunyai uraian
tugas:

(2)

a.

b.

membantu Kepala Bagian Hukum, dalam melaksanakan
tugas di bidang produk hukum daerah;,

menyiapkan rencana dan program kera Sub Bagian Produk
Hukum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada pelaksana;

membina dan memotivasi para pelaksana dalam
pelaksanaan tujas,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana,

menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan dan
penyusunan rancangan produk hukum daerah;

menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan produk-
produk hukum daerah;

menyiapkan  pelaksanaan  pengumpulan,  penelitian,
penelaahan dan pengevaluasian produk-produk hukum yang
berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah daerah;

mengoreksi data clahan hasil kena pelaksana;

menyiapkan bahan usulan anggaran satuan kerja Sub
Bagian Produk Hukum;,

memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian
Hukum, yang berkaitan dengan bidang produk hukum
daerah, dalam rangka pengambilan keputusan/strateqgi
kebijakan daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Hukum, sefiap selesai
melaksanakan tugasipenugasan;

menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Produk Hukum, sesuai ketentuan
vang beriaku,

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Hukum, sesuai bidang tugasnya.
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Bagian Keempat
Sub Bagian Bantuan Hukum
Pasal 10

(1) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyal tugas pokok
menyiapkan pelaksanaan pemberian dan penyelesaian masalah
hukum dan pelayanan bantuan hukum bagi aparatur pemerintah
daerah serta pembinaan desa sadar hukum dan keluarga sadar
hukurm.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai uraian

(2)

lugas:

a. membantu Kepala Bagian Hukum, dalam melaksanakan
tugas di bidang bantuan hukum,

b. menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian Bantuan
Hukum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

d. membina dan memolivasi para pelaksana dalam
pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

f. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan dalam
penyelesaian masalah hukum,

g. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan dan
pelayanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar
pengadilan;

h. menyiapkan pelaksanaan pembinaan desa sadar hukum dan
keluarga sadar hukurm,

I.  melaksanakan koordinasi horizontal, dalam  rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

J. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

k. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Bantuan
Hukum;

|. memberikan saran perbmbangan kepada Kepala Bagian
Hukum, yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum,
dalam rangka pengambilan keputusan/strategi kebijakan
daerah;

m. melaporkan kepada Kepala Bagian Hukum, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

n. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum, sesual
ketentuan yang berlaku,

0 melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bagian Hukum, sesuai bidang tugasnya;
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Bagian Ketiga
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pasal 11

(1) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan
pendokumentasian, mempublikasikan dan mensosialisasikan
produk hukum daerah, menerbitkan Lembaran Daerah, Berita
Daerah serta mengatur penyebaran informasi hukum.

(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
mempunyai uraian tugas:

a.

membantu Kepala Bagian Hukum, dalam melaksanakan
tugas di bidang dokumentasi dan informasi hukum;

menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian
Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi para pelaksana dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
kepada pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

menyiapkan pelaksanaan pendokumentasian,
pempublikasian dan sosialisasi produk hukum daerah;

menyiapkan pelaksanaan kodifikasi produk hukum daerah,
peraturan desa dan peraturan kuwu serta keputusan kuwu
dan menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

menyiapkan pengaturan penyabaran dokumentasi hukum;

menylapkan bahan pelaksanaan sistem  jaringan
dokumentasi dan informasi hukum;

melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian
Hukum;

mengoreks| data clahan hasil kerja pelaksana;

menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Dokumentasi
dan Informasi Hukum;

memberikan saran perimbangan kepada Kepala Bagian
Hukum, yang berkaitan dengan bidang dokumentasi dan
informasi hukum, dalam rangka pengambilan
keputusan/strategi kebijakan daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagan Hukum, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum,
sesuai ketentuan yang berlaku;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ocleh
Kepala Bagian Hukum, sesuai bidang tugasnya.
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BAB VI
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama
Bagian Pemerintahan Desa

Pasal 12

Kepala Bagian Pererintahan Desa mempunyai tugas pokok
mengelola pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan
petunjuk  feknis pembinaan otonomi Desa,  pembinaan
kelembagaan dan perangkat Desa, serla pembinaan
peningkatan pandapatan desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Pemarintahan Desa mempunyai uraian
fugas:

a. membantu Asisten Pemerintahan di bidang pembinaan
otonomi desa, pembinaan kelembagaan dan perangkat desa
serta pembinaan peningkatan pendapatan desa;

b. merencanakan program dan langkah-langkah kerja Bagian
Pemernntahan Desa sebagai pedoman pelaksanaan fugas;

c¢. memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya,

d. membina dan memotivasi pelaksana/pegawai serta
memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai
di Bagian Pemerintahan Desa, dalam rangka peningkatan
produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;

e, memantau, mengendalkan, mengevaluasi dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

f. mengelola pelaksanaan pengumpulan bahan kebijakan,
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
otonomi desa;

g. mengelola pelaksanaan pengumpulan bahan kebijakan,
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
pengembangan lembaga desa;

h. mengelola pelaksanaan pengumpulan bahan kebijakan,
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
perangkat desa,

i mengelola pelaksanaan pengumpulan bahan kebijakan,

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan
sumber-sumber pendapatan desa,

j. menganalisa dan menyempurnakan konsep-konsep naskah
dinas di bidang otonomi desa, kelembagaan dan perangkat
desa serta pendapatan desa;

k. mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran
Bagian Pemerintahan Desa;



memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten
Pemerintahan, yang berkaitan dengan  fasilitasi
parmasalahan  pemerintahan desa, dalam rangka
pengambilan keputusan/strategi kebijakan daerah;

melaporkan kepada Asisten Pemerintah, setiap selesal
melaksanakan tugas/penugasan,

mengelola  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan
tugas/kegiatan Bagian Pemerintahan Desa, sesuai ketentuan
yang berlaku;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Asisten Pemerintahan, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Otonomi Desa
Pasal 13

(1) Kepala Sub Bagian Ctonomi Desa mempunyai tugas pokok
menylapkan bahan dan menganalisa data dalam rangka
perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan ofonomi
desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Otonomi Desa mempunyai uraian

(2}

tugas:

a. membantu Kepala Bagian Pemerintahan Desa, dalam
rmelaksanakan tugas di bidang otonomi desa;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian
Otonomi Desa, sebagai pedoman pelaksanaan fugas;

¢. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pelaksana,

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana,

f. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan
bahan dan  menganalisa data, dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa,

g menyiapkan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan
bahan dalam rangka penataan dan pengkajian
penyelenggaraan pemerintahan desa;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan evaluasi

terhadap pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;

melaksanakan fasilitasi terhadap permasalahan
penyelenggaraan otonomi desa;

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan dan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa;
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k. menyapkan bahan dalam rangka pembinaan,
pengembangan dan penyempurnaan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

l.  menghimpun, mempelajari dan menganalisa peraturan
perundang-undangan di bidang kedesaan;

m, melaksanakan inventarisasi peraturan desa;

n. menyiapkan bahan rancangan produk hukum di bidang
kedesaan;

0. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Otonomi Desa;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Pemerintahan Desa, yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembinaan otonomi desa, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan daerah;,

q. melaporkan kepada Kepala Bagian Pemenntahan Desa,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Otonomi Desa, sesuai ketentuan yang
berlaku;

5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ocleh
Kepala Bagian Pemerintahan Desa, sesuai bidang tugasnya,

Bagian Ketiga
Sub Bagian Kelembagaan dan Perangkat Desa
Pasal 14

Kepala Sub Bagan Kelembagaan dan Perangkat Desa
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan menganalisa
data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pambinaan kelembagaan dan perangkat desa.

Untuk melaksanakan fugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Perangkat Desa
mempunyai  uraian tugas:

a. membaniu Kepala Bagian Pemerintaban Desa, dalam
melaksanakan tugas di bidang kelembagaan dan perangkat
desa;

b. menyiapkan rencana dan program kera Sub Bagian
Kelembagaan dan Perangkat Desa, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas,

d. mendistribusikan dan membern petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana,

2. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

f. melaksanakan pengumpulan dan mengolah  data
kelembagaan dan perangkat desa;
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g. melaksanakan analisa dan pengkajian permasalahan desa,
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. melaksanakan penelitan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pembinaan kelembagaan dan perangkat desa;

i.  menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan petunjuk
teknis  pembinaan  kelembagaan desa  termasuk
pembentukan, pemekaran, penyatuan, penghapusan, dan
perubahan status desa,

j. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan anggota dan
pengembangan lembaga desa;

k. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat desa;

| menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan dan
pengkajian dalam rangka peningkatan kesejahteraan
perangkat desa dan peningkatan prasarana desa,

m. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kuwu;

n. menym@pkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian kuwu
dan perangkat desa;

v. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian
Pemernntahan Desa;

p. melaksanakan fasilitasi terhadap permasalahan
kelembagaan dan perangkat desa,

gq. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

r. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Kelembagaan
dan Perangkat Desa;

5. memberikan saran dan periimbangan kepada Kepala Bagian
Pemerintahan Desa, yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang kelembagaan dan perangkat desa, dalam rangka
pengambilan keputusanfkebijakan daerah;

t. melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Dess,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

u. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Kelembagaan dan Perangkat
Desa, sesuai ketentuan yang beraku;

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Pemerintahan Desa, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Pendapatan Desa
Pasal 15
Kepala Sub Bagian Pendapatan Desa mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan keuangan, penggalian dan pengembangan sumber-
sumber pendapatan desa,
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Pendapatan Desa mempunyai
uraian tugas:

d.

membantu Kepala Bagian Pemerintahan Desa, dalam
melaksanakan tugas di bidang pembinaan keuangan,
penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan
desa;

menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian
Pendapatan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

menyiapkan pedoman dan penetapan pelaksanaan alokasi
dana desa;

menyiapkan bahan proses mutasi tanah kas desa;

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keuangan desa;

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis penertiban tanah kas desa;

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pengaturan kerjasama antar
desa dan pihak lain di bidang kekayaan desa,

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendapatan desa;

mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Pendapatan

Desa;

memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian
Pemerintahan Desa, yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang pendapatan desa, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan,

melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa,
setiap selezai melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Pendapatan Desa, sesuai
ketentuan yang berlaku;

melaksanakan fugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Pemerintahan Desa, sesuai bidang tugasnya.
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BAGIAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Bagian Organisasi

Pasal 16

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok mengelola
pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengumpulan dan
pengolahan data dan pendayagunaan aparatur daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Organisasi mempunyai uraian tugas:

a. membantu Asisten Pemerintahan, dalam menjalankan tugas
di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengumpulan
dan pengolahan data;

b. menyusun rencana dan program kerja Bagian Organisasi,
sehagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. memimpin, mendistribusikan dan memben petunjuk
pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya;

d. membina dan memotivasi pelaksana/pegawal seria
memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai
di Bagian Organisasi, dalam rangka peningkatan
produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;

e. memantau, mengendalkan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

f. mengelola pengumpulan dan pengolahan data Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

g. mengelola penyiapan data sebagal bahan pembinaan dan
penataan kelembagaan,

h. mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan analisa dan formasi jabatan;

i. mengkoordinasikan  pelaksanaan analisa dan formasi
|abatan;

j. mengelola pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliput
tata kerja, metode kerja, prosedur kerja dan tugas-tugas
ketatalaksanaan lainnya;

k.  menyusun rancangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pendayagunaan aparatur daerah;

|.  mengelola bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian
data dan dokumentasi;

m. mengelola pembinaan aparatur pemerintan daerah;

p. mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah
dinas di  bidang kelembagaan, ketatalaksanaan,
pengumpulan dan pengolahan data,
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q. mengelola rencana, pembahasan, dan pelaksanaan
anggaran Bagian Organisasi,

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten
Pemerintahan, vyang berkaitan dengan  penataan
kelembagaan dan tata laksana sera pengumpulan dan
pengolahan data, dalam rangka pengambifan
keputusan/sirategi kebijakan daerah;

s. melaporkan kepada Asisten Pemerintahan, setiap selesai
melaksanakan fugas/penugasan,

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Bagian Organisasi, sesuai ketentuan yang
berlaku;

u. melaksanakan lugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
cleh Kepala Asisten Pemerintahan, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Kelembagaan
Pasal 17

Kepala Sub Bagian Kelembagaan mempunyal itugas pokok
menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan penataan
kelembagaan perangkat daerah dalam lingkup pemerintah
Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Kelembagaan mempunyai uraian
tugas: '

a. membantu Kepala Bagian Organisasi, dalam melaksanakan
tugas di bidang kelembagaan;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian
Kelembagaan, sebagai pedoman pelaksanaan fugas,

¢ membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

f. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan
data di bidang kelembagaan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan peneltian dan evaluasi
terhadap kelembagaan satuan organisasi perangkat daerah,

h. menyiapkan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan
Perangkat Daerah;

i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan;

i, menyusun persyaratan jabatan, Kriteria jabatan dan

karakteristik untuk jabatan struktural, sebagai pedoman
pengembangan pegawai,



k. melaksanakan fasilitasi penataan jabatan fungsional;

|, melaksanakan analisa pemmasalahan kelembagaan di
lingkup pemerintah daerah;

m. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dan penataan organisasi;

n. menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah
kelembagaan di lingkup pemerintah daerah;

0. menyapkan bahan dalam rangka pembinaan,
pengembangan dan penyempurnaan kelembagaan satuan
crganisasi di lingkup pemerintah daerah;

p. menyiapkan pelaksanaan evaluasi terhadap  hasil

pembinaan, pengembangan dan peEnyempumaan
kelembagaan  satuan-satuan  organisasi  di  lingkup
pemerintah daerah;

g. menghimpun, mempelajari dan memelihara peraturan
paraturan perundangan di bidang kelembagaan;

r. menyiapkan bahan rancangan produk hukum di bidang
kelembagaan;

= melaksanakan koordinasi horizontal dan knqsultasi vertikal,
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,

t mengoreksi data clahan hasil kerja pelaksana,
u. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Kelembagaan;

v. melaksanakan tugas-tugas kelembagaan dan analisis
formasi jabatan lainnya, sesuai ketentuan yang beriaku;

w. memberikan saran dan perimbangan kepada Kepala Bagian
Organisasi, yang berkaitan dengan kegiatan bidang
kelembagaan, dalam rangka pengambilan keputusan/
kebijakan daerah;

x. melaporkan kepada Kepala Bagian Organisasi, setiap
selesai melaksanakan fugas/penugasan;

y. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Kelermbagaan, sesuai ketentuan
yang berlaku,

Zz. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Organisasi, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Ketatalaksanaan
Pasal 18

(1) Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan penataan ketatalaksanaan di lingkup pemerintah
Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai uraian
tugas:
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membantu Kepala Bagian Organisasi, dalam
melaksanakan tugas di bidang ketatalaksanaan;

menylapkan rencana dan program kera Sub Bagian
Ketatalaksanaan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

membina dan memativasi pelaksana, dalam pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada pelaksana,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

melaksanakan pengumpulan dan  mengolah data
ketatalaksanaan,

melaksanakan analisa pemasalahan ketatalaksanaan di
lingkup pemerintah daerah;

melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
ketatalaksanaan di lingkup pemerintah daerah;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan
prosedur kerna di lingkup pemerintah daerah;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem
dan mefode kerja di lingkup pemerintah daerah;

menylapkan pelaksanaan pembinaan program dan
pelaksanaan tugas, pada seluruh satuan kerja di lingkup
pemerintah daerah;

menyusun tata naskah dinas lingkup satuan kerja perangkat
daerah;

. membina dan mengevaluasi pelaksanaan tata naskah dinas,
sesuai ketentuan yang berlaku,

menyusun dan mengevaluasi penggunaan pakaian dinas di
lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon;

melaksanakan fasilitasi penyusunan pencapaian standar
pelayanan minimal (SPM);

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan forum komunikasi
pendayagunaan aparatur daerah (forkompanda),

menyusun  dan mengevaluasi  tata hubungan kerja
{tahubja);

melaksanakan kesekretariatan Gerakan Disiplin Daerah,

menyiapkan babhan  dan pembinaan Gerakan Disiplin
Daerah, bersama satuan kerja terkait;

melaksanakan analisa dan mengevaluas: ketentuan jam
kerja dilingkup pemerntah kabupaten Cirebon;

menghimpun, mampelgjari dan memelihara peraturan
peraturan perundangan di bidang ketatalaksanaan;

menyiapkan bahan rancangan produk hukum daerah di
bidang ketatalaksanaan,



(1)

w. menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur
(SOP);
x. melaksanakan fasiltasi dan pembinaan terhadap

pelaksanaan pelayanan public pada lingkup satuan kerja
perangkat daerah;

y. menyusun pembakuan alat kelengkapan kerja/standarisasi
sarana kerja,

z. melaksanakan koordinasi horizontal dan konsultasi vertikal,
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,

aa. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

bb. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian
Ketatalaksanaan,

cc. melaksanakan tugas-tugas kelatalaksanaan lainnya, sesuai
ketentuan yang berfaku,

tdd. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Organisasi, yang berkaitan dengan pembinaan dan
penataan ketatalaksanaan, dalam rangka pengambilan
keputusanmebljakan daerah;

ee melaporkan kepada Kepala Bagian Organisasi, setiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan;

ff. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Ketatalaksanaan, sesuai
ketentuan yang berlaku;

gg. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Organisasi, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pasal 19

Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data
mempunyal tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan
penyusunan pedoman dan  petunjuk  teknis dokumentasi,
melaksanakan perpustakaan Sekretariat Daerah serta
penyusunan perencanaan dan program Sekretariat Daerah.

(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data
mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Organisasi, dalam
melaksanakaan tugas di bidang pengumpulan dan
pengolahan data;

b. menyiapkan rencana dan program kerfa Sub Bagian
Pengumpulan dan Pengolahan Dats, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas;
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mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

mengumpulkan dan mengolah data satuan kerja perangkat
daerah,

menyusun dan penyajian serta mendokumentasikan data
perangkat daerah; |

menyiapkan bahan penyusunan sisten informasi data
kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa formasi jabatan;

melaksanakan pengelolaan perpustakaan Sexretariat
Daeran;

menyiapkan pengkajian, penyusunan perencanaan dan
program Sekretariat Daerah;

menyiapkan bahan rancangan produk hukum daerah di
bidang pengumpulan dan pengolahan data;

membantu Kepala Bagian Organisasi, menyusun rencana
dan program kerfa Bagian Organisasi, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

. menyiapkan dokumen rencana strategis dan rencana kinerja
tahunan lingkup Sekretariat Daerah;

menyiapkan dokumen rencana dan program kerja
Sekretarial daerah,

menylapkan bahan penilaian kinerja aparatur;

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinera instansi
pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;

melaksanakan analisa permasalahan yang berhubungan
dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data;

membaniu Kepala Bagian Organisasi melaksanakan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Organisasi, sesuai ketentuan yang berlaku;

melaksanakan koordinasi horizontal dan konsultasi vertikal,
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,

mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

menyiapkan bahan wusulan anggaran Sub Bagian
Pengumpulan dan Pengolahan Data;

melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian
Organisasi;

. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data lainnya,
sesuai ketentuan yang berlaku;

memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian
Organisasi, yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan
dan pengolahan data satuan kerja perangkat dasrah seria
pendayagunaan aparatur, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan daerah;



y. melaporkan kepada Kepala Bagian Organisasi,  sefiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan;

z. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan
Data. sesuai ketentuan yang berlaku,

aa, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Organisasi, sesuai bidang tugasnya.

BAB Vil

ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 20

{1) Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan penyusunan pedoman dan
petunjuk  teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan,
perekonomian, Kessjahteraan rakyat dan Pemberdayaan
Perempuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Asisten Perekonomian dan Kessjahieraan Rakyat
mempunyai uraian tugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam
bidang  tugas-tugas  Asisten  Perekonomian  dan
Kesejahteraan Rakyat meliputi penyelenggaraan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
pelaksanaan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan
rakyat dan pemberdayaan perempuan;

b. mengkoordinasikan penyusunan program dan langkah-
langkah kerja Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat;

c. mendistribusikan dan memben petunjuk kepada para Kepala
Bagian, dalam rangka pelaksanaan fugas di lingkup Asisten
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

d. memimpin, meangkoordinasikan, membina dan
mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas di
lingkup Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat,

e, membina dan memotivasi pegawai serta memelihara terus
menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkup Asisten
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam rangka
peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier
pegawal,

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Asisten
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahul
sampai sejauh mana Kesesuaian dengan program dan
langkah-langkah kerja yang ditentukan;

g. mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja di
lingkup Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat,;



mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah
dinas yang menjadi kewenangannya;

mengkoordinasikan kegiatan Bagian-Bagian yang ada dalam
lingkup Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat,

mengkoordinasikan  penyusunan program  pembinaan
pembangunan daerah, pembangunan antar daerah dan
antar sektor, pemberian bantuan dan pelayanan sosial;

merumuskan bahan kebijakan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan  sektor perskonomian, kesejahteraan
rakyat serta pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;

mengkoordinasikan penyusunan program dan pefunjuk
teknis pembinaan di bidang peningkatan produksi pertanian,
industri, pertambangan dan energi, pariwisata, koperasi,
perusahaan, perbankan dan perhubungan;

mengkoordinasikan pemberian bantuan dan pelayanan di
bidang kesehatan masyarakat, Kketenagakerjaan dan
transmigrasi;

mengkoordinasikan penyusunan program dan  petunjuk
teknis di bidang pembinaan agama, pendidikan dan
kebudayaan;

mengkoordinasikan penyusunan program dan  petunjuk
teknis di bidang pembinaan keciptakaryaan,
kebinamargaaan dan sumber daya air;

melaporkan kepada Sekretaris Daerah, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugasnya.

BAB IX
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBEANGUNAN

Bagian Pertama
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 21

{1) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
pokok mengelola dan melaksanakan koordinasi penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian,
pambinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

(2] Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai
uraian tugas:

d.

membantu  Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat, dalam melaksanakaan tugas di bidang administrasi
pembangunan;

mengelola rencana dan program kera Bagian Administrasi
Pembangunan. sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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membina dan memotivasi pelaksana/pegawai  seria
memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi
pegawal di Bagian Administrasi Pembangunan, dalam
rangka peningkatan produktifitas pegawali dan
pengembangan karier pegawai,

memimpin, mendistribusikan dan membern petunjuk
pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

mengoreksi dan menyempumnakan konsep-konsep naskah
dinas di bidang penyusunan program, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan;

melaksanakan fungsi sebagai anggota Tim Anggaran
Eksekutif:

menganalisis data untuk bahan usulan pelaksanaan program
pembangunan yang dibiayai APBD dan sumber lainnya;

mengumpulkan dan mengolah bahan laporan dari Perangkat
Daerah, sebagai bahan pemantauan dan evaluasi,

memantau dan membina pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkup pemerintah daerah yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah,

melaksanakan koordinasi  horzontal dalam  rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

mengelola penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan di bidang keciptakaryaan, kebinamargaan dan
sumber daya air;

mengelola penyusunan perumusan kebijakan dan program
dalam rangka pembinaan dan peningkatan sarana dan
prasarana bidang keciptakaryaan, kebinamargaan dan
sumber daya air,

mengelola pengumpulan data, koordinasi dan program
tahunan pembangunan daerah;

mengelola pengendalian administrasi pembangunan yang di
biayai oleh APBD dan dana pembangunan lainnya;

mengelola pengumpulan  bahan dan  kelengkapan
administrasi pembangunan dar Pemarintah, Pemerintah
Provinsi dan bantuan lainnya;

mengelola analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan,

mengelola petunjuk teknis pengelolaan APBD,

mengelola penyusunan rencana anggaran Bagian
Administrasi Pembangunan;

mengevaluasi hasil kerja para Sub Bagian, sesuai program
dan langkah kerja yang telah ditentukan;
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u. membenkan saran dan pertimbangan kepada Asisten
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan
dengan kegiatan administrasi pembangunan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan daerah;

v. melaporkan  kepada  Asisten  Perekonomian  dan
Kesejahteraan Rakyat, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

w. mengelola evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan
tugas/kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan, sesuai
ketentuan yang beraku;

%. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai
bidang tugasnya

Bagian Kedua
Sub Bagian Penyusunan Program
Pasal 22

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas
pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
penyusunan program pembangunan daerah dan melakukan
administrasi pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai
uraian tugas:

d. membantu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,
dalam melaksanakan tugas di bidang penyusunan program
pembangunan;

b. menyiapkan rencana dan program kera Sub Bagian
Penyusunan Program, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

f. menyiapkan pengumpulan dan pengolabhan data di bidang
keciptakaryaan, kebinamargaan dan sumber daya air;

g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis di bidang  keciptakaryaan, kebinamargaan dan
sumber daya air,

h. menyiapkan bahan penyusunan konsep rumusan kebijakan
dan program  dalam pembinaan  keciptakaryaan,
kebinamargaan dan sumber daya air;

i. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka proses
peningkatan sarana dan prasarana daerah;
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j.  menyiapkan dan pengolahan bahan-bahan untuk
pelaksanaan pemantauan keciptakaryaan, kebinamargaan
dan sumber daya air,

k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka
penyusunan APBD;

l.  menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengadaan
barang/jasa terhadap pelaksanaan kegiatan;

m. menyiapkan penyusunan data alokasi kegiatan di masing-
masing satuan kerja;

n. menyiapkan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan
Belanja Daerah;,

0. membenkan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Adminisirasi Pembangunan, yang berkaitan dengan kegiatan
di bidang penyusunan program pembangunan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan daerah;

p. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana,
€. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Penyusunan

Program;

r. melaporkan kepada Kepala Bagian  Administrasi
Pembangunan, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan,

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, sesuai
ketentuan yang berlaku,

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, sesuai bidang
tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Pengendalian

Pasal 23

Kepala Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas pokok
menyiapkan  bahan dalam melaksanakan kegiatan yang
berhubungan dengan pengendalian program pembangunan yang
di biayai oleh APBD dan dana pembangunan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengendalian mempunyai uraian
tugas:

a. membantu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,
dalam melaksanakaan tugas di bidang pengendalian
pelaksanaan pembangunan;

b. menyiapkan rencana dan program kera Sub Bagian
Pengendalian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas;



d. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

e. memantau, mengendalikan. mengevaluasi, dan menikai
pelaksanaan tugas pelaksana;

. menyiapkan pelaksanaan pembinaan lentang prosedur
administrasi kegiatan kepada pimpinan kegiatan;

g. menyiapkan pelaksanaan pengendalian/pemantavan proyek
ke lapangan,

h. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengendahan proyek
pembangunan bersama tim dan unsur kerja terkait;

l.  menylapkan pelaksanaan pemernksaan terhadap kegiatan-
kegiatan fisik pambangunan yang telah selesai (100%) dan
yang akan diserah terimakan;

j.  memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan, yang berkaitan dengan kegiatan
bidang pengendalian pelaksanaan pembangunan, dalam
rangka pengambilan keputusankebijakan,

k. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana,
l.  menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Pengendalian;

m. melaporkan  kepada Kepala Bagian  Administrasi
Pembangunan, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan,

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Pengendalian, sesuai ketentuan yang
berlaku;

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ocleh
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, sesuai bidang

tugasnya,
Bagian Keempat
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 24

(1) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
pokok menyiapkan pelakeanaan koordinasi dan menghimpun
data serta menyusun laporan program pembangunan daerah.

(2) Uniuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

uraian tugas:
a. membantu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,

dalam melaksanakan tugas di bidang evaluasi dan
pelaporan;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,

€. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas;
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d. mendistribusikan dan membern petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

f. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan data laporan
bulanan dan triwulan, realisasi fisik dan keuangan dari para
pimpinan kegiatan;

g. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data
laporan realisasi fisik dan keuangan;

h. menyusun laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan,

i. menyiapkan pelaksanaan pemantauan program/kegiatan
pambangunan;

j. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian
Administrasi Pembangunan;

k. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

|.  menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan,

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Administrasi Pernbangunan, yang berkaitan dengan kegiatan
di bidang pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan daerah;

n. melaporkan kepada Kepala Bagian  Administrasi
Pembangunan, setiap selesal melaksanakan
tugas/penugasan,

0. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Ewaluasi dan Pelaporan, sesuai
ketentuan yang berlaku;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, sesuai bidang
tugasnya.

BAB X
BAGIAN PEREKONOMIAN

Bagian Pertama
Bagian Perekonomian

Pasal 25

Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok
mengelola dan melaksanakan koordinasi penyusunan dan
petunjuk teknis pembinaan dalam memantau perkembangan
produksi daerah, kelembagaan perekonomian daerah dan
kemiraan, sarana dan prasarana ekonomi, industri dan
perdagangan serta perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Perekonomian mempunyai uraian tugas:



membanty  Asisten Perekonomian dan Kesepahteraan
Rakyat, dalam melaksanakan tugas di bidang perekonomian;

menyusun rencana dan  program  kerja  Bagian
Perekonomian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasl pelaksanalpegawal serta
memelinara secara terus menerus kemampuan berprestasi
pegawai di Bagian Perekonomian dalam rangka
peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier
pegawai;

memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

mengelola rapat koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan program subsidi langsung
tunai, beras miskin, kredit usaha tani, GRLK dii;

memimpin dan membahas rapat koordinasi dengan Tim
anggaran, DPRD Kabupaten Cirebon meangenai
penyertaan modal pada PD. BPR Kabupaten Cirebon;

mengelola pembinaan dan memberi motivasi pada
Perusahaan Daerah Kabupaten Cirebon (PD.BPR dan
PDAM) dalam rangka pencapaian farget dan
peningkatan kinerja,

mengelola koordinasi dengan instansi terkait berkenaan
dengan pelaksanaan program penanganan masalah
untuk mencari solusi yang terkait dengan bidang
pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan,
peternakan, lingkungan  hidup, kehutanan dan
pertambangan, perindustrian dan  perdagangan,
perhubungan, koperasi UKM dan penanaman modal;

mengelola'akan pembahasan penyusunan petunjuk
teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang
berkaitan dengan produksi dan ketahanan pangan,
kelembagaan dan kemitraan serla prasarana
perekonomian;

mengelola rapat koordinasi Badan Koordinasi Lalu
Lintas (Bakorlantas) dalam rangka  antisipasi
permasalahan yang mungkin timbul pada saat hari raya
keagamaan dengan instansi terkait;

mengelola rapat pembahasan dengan instansi terkait
dalam rangka pemberian rekomendasi di bidang
distribusi pupuk bersubsidi dan non subsidi,
pemasangan iklan perusahaan / bisnis, penerbitan
trayek baru untuk angkutan umum,

. mengelola rapat koordinasi dan instansi terkait dalam
rangka penanganan permasalahan serta pembinaan
pada para pengusaha pertambangan galian golongan C;



(1)

(2)
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n. mengelola rapat koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Cirebon di
tingkat Nasional dan Internasional;

0. mengelola pembinaan terhadap para sarjana
pendamping kredit program bantuan dan dakabalarea;

p. mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep
naskah dinas yang merupakan hasil kerja Bagian
Perekonomian;

g. mengelola penyusunan rencana anggaran  Baglan
Perekonomian,

r. mengevaluasi hasil kerja para Sub Bagian, sesual program
dan langkah kerja yang telah ditentukan;

5. membperikan saran dan perfimbangan kepada Asisten
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan
dengan pelaksanaan keoordinasi kegiatan di bidang
perekonomian, dalam rangka pengambilan/keputusan
kebijakan daerah;

t. melaporkan  kepada  Asisten  Perekonomian  dan
Kesejahteraan Rakyat, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

u. mengelola ewvaluasi dan  pelsporan  pelaksanaan
tugas/kegiatan Bagian Perekonomian, sesuai ketentuan
yang berlaku;

v. melaksanakan tugas kedinasan lasin yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai
bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Produksi dan Ketahanan Pangan
Pasal 26

Kepala Sub Bagian Produksi dan Ketahanan Pangan
mempunyai fugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan
petunjuk teknis pembinaan produksi dan ketahanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Produksi dan Ketahanan Pangan
mempunyai uraian fugas:

d. membantu Kepala Bagian Perekonomian, dalam
melaksanakan tugas di bidang produksi dan ketahanan
pangan,

b. menyiapkan rencana dan  program kerja Sub Bagian
Produksi dan Ketahanan Pangan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas,

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;
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memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan  dan
pengolahan data di bidang produksi dan ketahanan
pangan,

melaksanakan inventarisasikan dan  pencatatan
terhadap permasalahan yang muncul yang berkaitan
dengan pertanian dan perkebunan, perikanan dan
kelautan, peternakan, lingkungan hidup, kehutanan dan
pertambangan;

. melaksanakan fasilitas / rapat koordinasi dengan satuan

kerja terkait serta mencari solusi terhadap
permasalahan yang muncul berkenaan dengan bidang
pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan,
peternakan, lingkungan hidup, kehutanan dan
pertambangan,

menyiapkan bahan serla menyusun petunjuk teknis /
kebijakan Bupati yang berkaitan dengan pertanian dan
perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan,
lingkungan hidup, kehutanan daan pertambangan;

menyiapkan bahan dalam rangka rapat koordinasi
dengan dinas instansi terkait untuk kegiatan raskin,
subsidi langsung tunai, kredit usaha tani, kelestarian
lingkungan hidup dan penambangan galian golongan C;

melaksanakan rapat koordinasi / fasilitas dengan dinas
terkail berkenaan dengan program kegiatan dari pusat
yang berkaitan dengan rumah tangga miskin seperti
program subsidi langsung tunai, raskin, GRLK, KUT dan
pupuk bersubsidi;

melaksanakan pemantauan kegiatan dari satuan kerja di
lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon yang berkaitan
dengan pertanian dan perkebunan, perikanan dan
kelautan, peternakan, lingkungan hidup. kehutanan dan
pertambangan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan
yang berkaitan dengan bidang perfanian dan
perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan,
lingkungan hidup, kehutanan dan pertambangan
sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah;

menghimpun, mempelajari dan memelihara peraturan
pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan,
kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan;

menyiapkan bahan rancangan produk hukum di bidang
pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan,
kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan;



{1

(2

Fa

memberikan saran dan perimbangan kepada Kepala Bagian
Perekonomian, yang  berkaitan dengan  kegiatan
pengkoordinasian bidang produksi dan ketahanan pangan,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Produksi dan
Ketahanan Pangan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian
Pergkonomian, setiap selesal melaksanakan
tugas/penugasan,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Produksi dan Ketahanan Pangan.
sesuai ketentuan yang berlaku,

melaksanakan tugas kadinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Perekonomian, sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga
Sub Bagian Sarana Perekonomian
Pasal 27

Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas
pokok menyiapkan pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis pembinaan di bidang ekonomi. industri dan
perdagangan serta perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai

uraian tugas:

3. membantu Kepala Bagian Perekonomian, dalam
melaksanakan tugas di bidang sarana perekonomian;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian Sarana
Perekonomian. sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

C. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas,

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

f. melaksanakan inventarisasi dan pencatatan terhadap
permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan
industri, perdagangan dan perhubungan;

g. melaksanakan fasilitasi / rapat koordinasi dengan dinas
instansi terkait serta mencari solusi terhadap
permasalahan yang muncul berkenaan dengan bidang
industri, perdagangan dan perhubungan;

h. menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis /

kebijakan Bupati yang berkaitan dengan perhubungan,
industri dan perdagangan;
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menyiapkan bahan dalam rangka rapat Kkoordinasi
dengan dinas instansi terkait untuk kegiatan industri,
perdagangan dan perhubungan;

melaksanakan rapat koordinasi / fasilitas dengan dinas
terkait berkenaan dengan program kegiatan dari pusat
vang berkaitan dengan industri, perdagangan dan
perhubungan;

melaksanakan pemantauan kegiatan dari dinas /
instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon yang
berkaitan dengan  industri  perdagangan  dan
perhubungan,

menghimpun, mempelajari dan memelihara peraturan-
peraturan industri, perdagangan dan perhubungan;

. menyiapkan bahan rancangan produk hukum di bidang
industri, perdagangan dan perhubungan;

melaksanakan koordinasi horizontal dan konsultasi
vertikal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

mengoreksi data clahan hasil kerja pelaksana,

penglitian dan pengesahan proposal ajuan kredit
program penunjang dakabalarea;

pembinaan sarjana pendamping dalam rangka
pengoptimalisasian pemberdayaan kelompok usaha
kecil menengah / koperasi di Kabupaten Cirebon;

pembinaan dan monitoring terhadap usaha kecil
menangah (UKM) dan koperasi panerima kredit program
penunjang dakabalarea;

melakukan asistensi penyusunan APBD, dalam hal
penambahan penyertaan modal kredit program
penunjang dakabalarea;

penelitan dan pengesahan proposal ajuan kredit
program dakabalarea;

pembinaan sarjana pendamping dalam rangka
pengoptimalisasian pemberdayaan kelompok usaha
kecil menengah / koperasi di Kabupaten Cirebon;

pembinaan dan monitoring terhadap usaha kecil
menengah (KM) dan koperasi penarima kredit program
dakabalarea;

. melaksanakan inventarisasi dan pengusaha keail
menengah yang bergerak di bidang industri,
perdagangan, dan jasa yang ada di Kabupaten Cirebon;

pelaksanaan fasilitasi kerjasama dalam rangka promosi
Kabupaten Cirebon di fingkat nasional,

mengikut sertakan UKM dalam pelaksanaan pekan
promosi (pameran) guna meningkatkan pemasaran
produk lokal,



ad.

bb.

CC.

dd.

2e,

gg.

fh.

il.

=

mm.

nn.,

melaksanakan koordinasi dalam rangka menarik
investor baik asing maupun lokal untuk menanamkan
investasi diberbagai sektor yang memiliki peluang
bisnis yang besar,

memberikan informasi tentang kegiatan investasi yang
ada dan dapat dikembangkan di Kabupaten Cirebon;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka penetapan lokasi reklame di wilayah Kabupaten
Cirebon;

menyiapkan pembentukan tim pengkajian kelayakan
pemasangan papan-papan reklame;

melaksanakan rapat tim dalam rangka pembahasan
atas permchonan pemasangan papan reklame untuk
direkomendasikan ditolak atau dikabulkan;

melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka
sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan
rekomendasi;

menyiapkan pembentukan tim bakorlantas / pelayanan
pengamanan pengendalian lalu  fintas angkutan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru;

melaksanakan rapat persiapan bakorlantas vang
dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Cirebon;

melaksanakan kunjungan lapangan ke daerah yang
rawan kecelakaan atau kemacetan seperti rumah sakit
dan pasar di wilayah Kabupaten Cirebon;

pemantauan harga-harga sembilan bahan pokok
(sembake) di pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten
Cirebon;

mengereksi data clahan hasil kerja pelaksana;

. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Sarana

Perskonomian:

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perekonomian, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
sarana perekonomian, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perekonomian, setiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Sarana Perekonomian, sesuai
ketentuan yang beraku;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian Perekonomian, sesuai bidang tugasnya.



_40-

Bagian Keempat
Sub Bagian Kelembagaan dan Kemitraan
Pasal 28

(1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai
tugas pokok menyiapkan pelaksanaan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kelembagaan dan
kemitraan.

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kemitraan
mempunyal uraian tugas:

b

membantu Kepala Bagian Perekonomian dalam
melaksanakan tugas di bidang kelembagaan dan kemitraan,

menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian

Kelembagaan dan Kemitraan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan dan
pengolahan data di bidang kelembagaan dan kemitraan;

melaksanakan fasilitasi dalam rangka pelatihan bagi
para Direktur Perusahaan Daerah,

melaksanakan  fasilitasi pelatihan bagi Dewan
Pengawas Perusahaan Daerah;

melaksanakan pembahasan dengan panitia anggaran
Kabupaten Cirebon dalam rangka penyertaan modal
bagi para PD.BPR;

melaksanakan pembahasan masing-masing nominal
penyertaan modal yang akan disalurkan kepada 19
PD. BPR di Kabupaten Cirebon;

melaksanakan penyelesaian permasalahan yang timbul
pada perusahaan daerah;

melaksanakan fasilitas dalam rangka penerbitan
keputusan Bupati Cirebon, dalam rangka penetapan
posisi / jabatan Direktur Perusahaan Daerah;

. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dari

Bupati Cirebon, yang dalam hal ini sebagai pemilik
perusahaan daerah dengan para Dewan Pengawas,
melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber

daya manusia sarjana pendamping kredit program
bantuan;
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melaksanakan fasilitas pemberian rekomeandasi
terhadap suatu permohonan kredit program bantuan
untuk ditolak atau disetujui;

melaksanakan pengawasan dan pembinaan
(pemantauan) kepada para pengusaha penerima
fasilitas kredit program bantuan;

melaksanakan penerbitan keputusan Bupat tentang Tim
Teknis Kredit Program Bantuan;

melaksanakan pembinaan usaha dan kegiatan dalam
rangka peningkatan di bidang perusahaan daerah,
perkoperasian dan usaha kecil menengan;

melaksanakan pengumpulan dan pengolah data
perbankan, badan usaha milik daerah, perkoperasian
dan pengusaha kecil dan menengah;

melaksanakan penyaluran  kredit program bantuan
melalui PD.BPR sesual bidang tugas masing-masing,
dalam rangka membaniu permodalan para pengusaha
kecil dan menangah;

melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian
Perekonomian;

mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana,

menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Kelembagaan
dan Kemitraan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala bagian
Perekonomian di bidang kelembagaan dan kemitraan, yang
berkaitan dengan kegiatan pembinaan kelembagaan dan
kemitraan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perekonomian, setiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Kelembagaan dan Kemitraan, sesuai
ketentuan yang berlaku;

melaksanskan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Perekonomian, sesuai bidang tugasnya.

BAB Xl
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Pertama
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 29

Kepala Baglan Keseahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok
mengelala dan melaksanakan koordinasi penyusunan program
dan petunjuk teknis pembinaan serta memantau bidang
kesejahteraan rakyat,



{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai
uraian tugas

d.

membantu  Asisten Perekenomian dan Kesejahteraan
Rakyat dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan
mental dan spirtual, pendidikan dan kebudayaan dan
kesejahteraan masyarakat;

menyusun rencana dan program kena Bagian Kesejahteraan
Rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya:

membina dan memotivasl pelaksana/pegawai serta
memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi
pegawai di Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam rangka
peningkatan produktifitas pegawsi dan pengembangan karier
pegawai:

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;

mengelola pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan mental dan spiritual;

mengelola pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan pendidikan dan kebudayaan;

mangelola pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk tekniz pembinaan kesejahteraan masyarakat;

mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemberian
bantuan di bidang kesejahteraan rakyat;

mengelola pengumpulan dan pengolahan data sera
penyiapan saran dan perimbangan dalam peningkatan
kesejahteraan rakyat;

mengumpulkan dan pengolahan data serta penyiapan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di
bidang agama, sosial masyarakat, pendidikan, dan
kebudayaan;

mengumpulkan dan pengolahan data serta penyiapan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di
bidang generasi muda, olahraga dan organisasi pemuda;

melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas,

mengelola penyusunan, pembahasan dan pelaksanaan
anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat;

mengevaluasi hasil kerja para Sub Bagian, sesuai program
dan langkah kerja yang telah ditentukan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan
dengan kegiatan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan daerah;



f.

o & o

melaporkan  kepada  Asisten  Perekonomian  dan
Kesejahteraan Rakyat, sefiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

mengeiola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lugas/kegiatan Bagian Kesejahieraan Rakyat, sesuai
ketentuan yang berlaku;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai
bidang tugasnya

Bagian Kedua
Sub Bagian Pembinaan Mental dan Spiritual
Pasal 30

(1) Kepala Sub Bagian Pembinaan Mental dan Spiritual mempunyai
tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan mental dan spiritual.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Pembinaan Mental dan Spiritual
mermpunyai uraian tugas.

(2}

d.

membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dalam
melaksanakan tugas di bidang pembinaan mental dan
spintual;

menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian

Pembinaan Mental dan Spirtual, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana,

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka pembinaan mental dan spiritual;

menyiapkan bahan bahan penyusunan rencana pembinaan
bantuan terhadap kegiatan kemasyarakatan di bidang
keagamaan;

melaksanakan pembinaan masyarakat di bidang mental
dan spiritual;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan haji;

melaksanakan koordinasi perencanaan kegatan urusan
bazis dan musabaaqah tilawatil Qur'an;

menganalisis data di bidang keagamaan meliputi prasarana
dan sarana peribadatan, pendidikan agama dan organisasi
kemasyarakatan yang bersfat keagamaan;
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melaksanakan koordinasi honzontal dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas,

meneliti berkas permohonan bantuan di bidang agama;
mengoreksi data clahan hasil kerja pelaksana;

menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kehidupan
kerukunan umat beragama,

menyiapkan rencana, pembahasan dan pelaksanaan
anggaran Sub Bagian Pembinaan Mental dan Spiritual;

memberkan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan dengan kegiatan
pembinaan mental dan spirtual, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas / kegiatan Sub Bagian Pembinaan Mental dan
Spiritual, sesuai ketentuan yang bedaku;

melaporkan kepada Kepala Bagian I{esejar:rt&raan Rakyat.
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, sesuai bidang
tugasnya

Bagian Ketiga
Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 31

(1) Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai
tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk  teknis pembinaan di  bidang pendidikan dan
kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
mempunyal uraian tugas:

(2}

d.

membante Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dalam
melaksanakan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;

menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian
Pendidikan dan Kebudayaan, sebagal pedoman
pelaksanaan tugas,

membina dan memctivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka pembinaan dan koordinasi di bidang pendidikan dan
kebudayaan;
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g. melaksanakan koordinasi perencanaan pelaksanaan
pembinaan bidang pendidikan dan kebudayaan;

h. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan bidang
pendidikan dan kebudayaan;

i. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

j. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Pendidikan dan
Kebudayaan,

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala bagian
Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan kegiatan koordinasi di
bidang pendidikan dan kebudayaan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebljakan;

l.  melaporkan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan,
sesuai ketentuan yang berlaku;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyal, sesuai bidang
lugasnya.

Bagian Keempat _
Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Pasal 32

Kepala Sub Bagian Kesgjahteraan Masyarakat mempunyai tugas
pokok menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan kesejahteraan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
mempunyai uraian tugas:

a. membaniu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam
melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat,
meliputi kegiatan kesehatan, penyantunan jompo terlantar,
bantuan penanggulangan bencana, ketenagakerjaan,
transmigrasi dan bantuan sosial;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian
Kesejahteraan Masyarakal, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,

c. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan
tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada bawahan,

e. memantay, mengendalkan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan,

f.  melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka pembinaan bidang Kesejahteraan masyarakat;
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g. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka
pembinaan pembinaan bidang Kesejahteraan masyarakat;

h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan Bagian
Kesejahteraan Rakyat;

i. melaksanakan koordinasi rencana pelaksanaan pembinaan
bidang kesejahteraan masyarakat,

| menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan  bidang
kesejahteraan masyarakat;

k. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana:

. menyiapkan rencana, pembahasan dan pelaksanaan
anggaran Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;

m. membenkan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang kesejahteraan masyarakat, dalam  rangka
pengambilan keputusankebijakan,

n. melaporkan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat,
setiap selesai melaksanakan tugas/panugasan;

0. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, sesuai
ketentuan yang berlaku;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olah
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang
tugasnya.

BAB XII
BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Pertama
Bagian Pemberdayaan Perempuan

Pasal 33

Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas
pokok mengelola kegiatan pembinaan kesetaraan gender,
kualitas sumber daya manusia perempuan, kelembagaan, serta
kesejahteraan anak dan remaja.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai
uraian tugas:

a. membantu  Asisten Perekonomian dan Kesejahieraan
Rakyat, dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan
perempuan;

b, menyusun rencana dan program kerfa  Bagian
Pemberdayaan Perempuan, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,
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c. membina dan memotivasi pelaksana/pegawai sera
memelinara secara terus menerus kemampuan berprestasi
pegawai di Bagian Pemberdayasn Perempuan, dalam
rangka peningkatan produktifitas pegawai dan
pengembangan karier pegawai,

d. memimpin, mendistribusikan, dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya,

e, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

f. mengelola perumusan kebijakan pemerintah daerah di
bidang kesetaraan gender, kualitas sumber daya manusia,
kelembagaan, serta kesejahteraan anak dan remaja;

g. mengelola pelaksanaan koordinasi dan upaya peningkatan
keterpaduan  penyusunan rencana, pengendalian dan
evaluasi terhadap program pembangunan pemberdayaan
perempuan, kesetaraan gender, kualitas sumber daya
manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan anak dan remaja;

h. melaksanakan upaya peningkatan peran serta masyarakat di
bidang kesetaraan gender, kualitas sumber daya manusia,
kelembagaan, dan kesejahteraan anak dan remaja;

i. mengelola  koordinasi kegiatan instansi, swasta dan
lembaga swadaya masyarakal dan organisasi wanita dalam
rangka pemberdayaan perempuan, kualitas, sumber daya
manusia, kelembagaan serta kesejahteraan anak dan
remaja,

J» menyusun bahan fasilitasi di  bidang pemberdayaan
perempuan, kesetaraan gender, kualitas sumber daya
manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan anak dan remaja;

k. mengalola penyusunan rencana dan pembahasan anggaran
Bagian Pemberdayaan Perempuan;

. mengevaluasi hasil kerfja Sub Bagian sesuai program dan
langkah kerja yang telah ditentukan;

m. memberikan saran dan perttimbangan kepada Asisten
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan
dengan kegiatan pemberdayaan perempuan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan,

n. melaporkan  kepada  Asisten  Perekonomian  dan
Kesejahteraan Rakyat, setiap selesai melaksanakan
tugasipenugasan,

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai
bidang tugasnya

Bagian Kedua

Sub Bagian Kesetaraan Gender
Pasal 34

(1) Kepala Sub Bagian Kesetaraan Gender mempunyai tugas pokok
menyiapkan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
kesetaraan gender dan peningkatan hak perempuan.
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(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Kesetaraan Gender mempunyai
uraian tugas:

a.

b.

membanty Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan,
dalam melaksanakan tugas di bidang kesetaraan gender,

menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian
Kesetaraan Gender, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada bawahan,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan,

menyiapkan bahan kebijakan teknis pemantapan dan
peningkatan kesetaraan gender serta peningkatan hak
peErgmpuan;

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan
data yang berkaitan dengan kesetaraan gender,

menyiapkan penyusunan bahan fasiltasi pemanfaatan dan
potensi kesetaraan gender,

mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana,

menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Kesetaraan
Gender;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Femberdayaan Perempuan, yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang kesetaraan gender, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bagian Pemberdayaan
Peresmpuan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Kesetaraan Gender, sesuai
ketentuan yang berlaku;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan, sesuai bidang
tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Kualitas Sumber Daya Manusia
Pasal 35

(1) Kepala Sub Bagian Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
peningkatan kualitas sumber daya manusia

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), Kepala Sub Bagian Kualias Sumber Daya Manusia
mempunyai uraian tugas:
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a. membantu Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan,
dalam melaksanakan tugas di bidang kualitas sumber daya
manusia;

b. menyiapkan rencana dan program kera Sub Bagian
Kualitas Sumber Daya Manusia, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

. memhbina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan
tugas;

d. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
pada bawahan,

2. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;

f. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan teknis kualitas
sumber daya manusia,

g. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan
data kualitas sumber daya manusia;

h. menyiapkan penyusunan bahan fasilitasi kualtas sumbar
daya manusia;

i. mengoreksi data olahan hasil kerja bawahan;

{.  menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Kualitas Sumber
Daya Manusia,

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Pemberdayaan Perempuan, yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang peningkatan kualitas sumber daya
manusia, dalam rangka pengambilan keputusankebijakan:

I, melaporkan kepada Kepala Bagian Pemberdayaan
Perempuan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Kualitas Sumber Daya Manusia,
sesual ketentuan yang berlaku;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan, sesual bidang
tugasnya.

Bagian Keempat

Sub Bagian Kelembagaan dan Kesejahteraan Anak
dan Remaja

Pasal 36

Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kesejahteraan Anak dan
Remaja mempunyai fugas pokok menyiapkan bahan kebjakan
teknis dan fasiitasi kelembagaan serta kesejahteraan anak dan
remaja

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagamana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kesejahteraan
Anak dan Remaja mempunyai uraian tugas:



Hh .

a. membantu Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan,
dalam melaksanakan tugas di bidang kelembagaan dan
kesejahteraan anak dan remaja;

b. menyiapkan rencana dan program kera Sub Bagian
Kelembagaan dan Kesejahteraan Anak dan Remaja, sebagai
pedoman pelaksanaan fugas.

€. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan
tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada bawahan;

g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan.

f. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang
kelembagaan dan kesejahleraan anak dan remaja,

9. menyiapkan pelaksanaan bimbingan dalam rangka
kelembagaan dan kesejahteraan anak dan remaja,

h. menyiapkan penyusunan bahan fasilitasi kelembagaan dan
kesejahteraan anak dan remaja;

i. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian
Pemberdayaan Perempuan;

. mengoreksi data olahan hasil kerja bawahan;

k. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Kelembagaan
dan Kesejahteraan Anak dan Remaja;

l.  memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Pemberdayaan Perempuan, yang berkaitan dengan kegiatan
di bidang kelembagaan dan kesejahteraan anak dan remaja,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

m. melaporkan kepada Kepala Bagian Pemberdayaan
FPerampuan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Kelembagaan dan Kesejahteraan
Anak dan Remaja, sesuai ketentuan yang berlaku;

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan, sesuai bidang

tugasnya

BAB Xill
ASISTEN ADMINISTRASI

Pasal 37

(1) Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
dan mengkoordinasikan pembinaan di  bidang keuangan,
perlengkapan, ketatausahaan, rumah tangga dan hubungan
masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). Asisten Administrasi mempunyai uraian tugas.
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. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah, dalam bidang
tugas asisten administrasi yang meliputi penyelenggaraan
bidang administrasi umum, keuangan, hubungan masyarakat
dan perlengkapan,

. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja
lingkup Asisten Administrasi;

. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala
Bagian, dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkup Asisten
Administrasi,

. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan

seluruh kegiatan pelaksanaan tugas di lingkup Asisten
Administrasi,

. membina dan memotivasi pegawai serta memelihara terus
menarus kemampuan berprestasi pegawal di lingkup Asisten
Administrasi dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan
mengembangkan karier pegawai,

mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Asisten
Administrasi untuk mengetahui sampai sejauh mana kKesesuaian
dengan program dan langkah-langkah kera yang ditentukan;

. mengkoordinasikan rencana anggaran kegiatan Bagian-Bagian
di lingkup Asisten Administrasi;

. mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas
yang menjadi kewenangannya;

mempelajari dan menganalisis konsep rancangan Peraturan
Daerah (raperda), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan
produk-produk lainnya yang diajukan oleh Bagian-Bagian di
lingkup Asisten Administrasi;

mengkoordinasikan kegiatan Bagian-Bagian yang ada dalam
lingkup Asisten Administrasi;

. mengkoordinasikan penyusunan program anggaran dan
pengelolaan adminisirasi kevangan,

merumuskan bahan kebijakan dan petunjuk  teknis
penyelenggaraan lingkup Asisten Administrasi;

. mengkoordinasikan penyusunan program kebutuhan perbekalan
dan perlengkapan serta membina administrasi perlengkapan dan
kekayaan daerah;

. menyelenggarakan urusan umum, urusan rumah tangga, tata
usaha dan kearsipan serta sandi dan telekomunikas;

menyelenggarakan hubungan masyarakat dan hubungan antar
lembaga;

. melaporkan kepada Sekretaris Daerah, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugasnya.



BABE XVI
BAGIAN UMUM

Bagian Pertama
Bagian Umum

Pasal 3B

{1) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola urusan
ketatausahaan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi
Sekretariat Daerah

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas:

a

b

membantu Asisten Administrasi, dalam melaksanakan tugas di
bidang tata usaha, rumah tangga, sandi dan felekomunikasi;

menyusun rencana dan program kerja Bagian Umum, sebagai
padoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana/pegawai serta memalihara
secara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di
Bagian Umum dalam rangka peningkatan produktifitas pegawai
dan pengembarngan karier pegawai;

memimpin, mendistribusikan, dan  memben  petunjuk
pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana,

mengelola urusan administrasi ketatausahaan mehputi surat-
menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;

mengelola urusan ketatausahaan pimpinan;
mengelola pembinaan kearsipan Sekretariat Daerah;
mengelola urusan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;

mengelola urusan administrasi  keuangan Sekretariat Daerah
dan pimpinan;

mengelola urusan keamanan terhadap personil dan perbekalan;

mengelola usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka pelayanan
dan pengamanan sandi dan telekomunikasi,

. mengelola urusan pelayanan tamu daerah;,

mengoreksi hasil kerja bawahan,

mengevaluasi hasil kerja para Kepala Sub Bagian, sesuai
program dan langkah kerja yang ditentukan;

melaksanakan koordinasi horizontal, dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas,

mengelola penyusunan rencana anggaran kegiatan Bagian
Umum,



membenkan saran dan pertimbangan kepada Asisten
Administrasi, vang berkaitan dengan kegiatan Bagian umum,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan daerah;

melaporkan kepada Asisten Administrasi, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Bagian Umum, sesuai ketentuan yang beriaku;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten
Administras), sesuai bidang tugasnya

Bagian Kedua
Sub Bagian Rumah Tangga
Pasal 39

(1) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi pelayanan
angkutan, perawatan kendaraan dinas pimpinan, sarana akomodasi
dan pemealiharaan ruang rapat, serfa pemeliharaan dan kebersihan
kantor, rumah dinasfabatan dan pelayanan lainnya.

i2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai uraian tugas:

.

membantu Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas
di bidang rumah tangga;

menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian Rumah
Tangga, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

membina dan memotivasi bawahan, dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan mamberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

melaksanakan administrasi dan inventansasi perlengkapan untuk
pimpinan,

melaksanakan urusan penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan
barang-barang untuk pimpinan;

mengurus keperluan, penggunaan dan pemeliharaan rumah
dinas BupatiVakil Bupati serta Sekretaris Daerah;

melaksanakan pemeliharaan, akomodasi, perawatan dan
penggunaan ruangan rapat lingkup Sekretariat Dagrah;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas
pimpinan;

melaksanakan urusan pengamanan dan  pemeliharaan
kebersihan lingkup Sekretariat Daerah, Bupati dan  Wakil
Bupati;

melaksanakan urusan pelayanan tamu daerah;
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m. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

.

Q.

menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Rumah Tangga;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Umum, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang rumah
tangga, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaperkan kepada Kepsla Bagian Umum, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan  hasil kegiatan
tugas/kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga, sesual ketentuan
yang berlaku,

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh Kepala
Bagian Umum, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 40

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan ketatausahaan termasuk tata usaha
pimpinan, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas
di bidang tata usaha, kepegawaian dan keuangan setda;

b. menyiapkan rencana dan program kefa Sub Bagian Tata
Usaha, sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

¢. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan;

e, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;

f. melaksanakan administrasi ketatausahaan meliputi surat
menyurat, pengagendaan, penggandaan, ekspedisi dan
kearsipan,

g. melaksanakan urusan tata usaha Pimpinan;

h. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian Sekretariat
Daerah;

|. melaksanakan urusan administrasi Kkeuangan Sekretariat
Daerah;

J. melaksanakan tugas tata usaha Bagian Umum;
k. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
|. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Tata Usaha;

m.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Umum, vyang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan,
kepegawaian dan keuangan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebiakan:



(1)

(2]

n. melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, seliap selesai
melaksanakan tugas/penugasan:

0. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, sesuai ketentuan yang
bariaki;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Umum, sesual bidang tugasnyasnya

Bagian Keempat
Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
Pasal 41

Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan sandi dan telekomunikasi Pemerintah
Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
mempunyal uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas
di bidang sandi dan telekomunikasi;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian Sandi dan
Telekomunikasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

€. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada bawahan,

e. memantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan,

f. melaksanakan  koordinasi  petunjuk-petunjuk  tentang
pengamanan informasi / berita sandi dan telekomunikasi;

g. melaksanakan tata usaha sandi dan telekomunikasi;

h. mengamankan informasiberita sandi dan telekomunikas: serta
berita-berita lainnya;

i. memelihara dan mengamankan alat-alat sandi dan
telekomunikasi;

j. melaksanakan koordinas! janngan komunikasi;
k. mengoreksi data olahan hasil kerja bawahan,

|. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Sandi dan
Telekomunikasi,

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Umum, yang berkaltan dengan kegiatan di bidang sandi dan
telekomunikasi, dalam rangka pengambilan KkKeputusan
Mkebijakan;

n. melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, setiap selesai
melaksanakan tuges/penugasan;
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melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan
tugasfkegiatan Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi, sesuai
ketentuan yang berlaku;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Umum, sesuai bidang tugasnya.

BAB XIV
BAGIAN KEUANGAN
Bagian Pertama
Bagian Keuangan
Pasal 42

(1) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola dan
mengkoordinasikan  penyusunan program, perubahan dan
perhitungan APBD serta pembinaan administrasi keuangan
Daerah.

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

b.

membantu Asisten Administrasi, dalam melaksanakan tugas di
bidang keuangan,

menmnyusun rencana dan program kerja Bagian Keuangan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memaotivasi pelaksana/pegawai serta memelihara
secara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai  di
Bagian Keuangan, dalam rangka peningkatan produktifitas
pegawai dan pengembangan karner pegawai;

memimpin,  mendistribusikan  dan  membern  patunjuk
pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana,

mengumpulkan bahan penyusunan program, perubahan dan
perhitungan APBD,

mengelola administrasi keuangan daerah;

menguji kebenaran penagihan penerbitan surat perintah
membayar (SPM) dan mengadakan pemeriksaan Kkeuangan
serta membina perbendaharaan,

mengelola belanja pegawai,
menganalisa dan evaluasi pelaksanaan APBD:;

melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan periimbangan kepada Asisten
Administrasi, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
keuangan daerah, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan daerah;

melaporkan kepada Asisien Administrasi, seliap selesal
melaksanakan tugas/penugasan;



(1)
(2}

n. melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan
tugas/kegiatan Bagian keuangan, sesuai ketentuan yang
berlaku;

0. melaksanakan fugas kedinasan lain yang diberikan cleh Asisten
Administrasi. sesuai bidang tugasnya

Bagian Kedua
Sub Bagian Anggaran
Pasal 43

Kepala Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Anggaran mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Keuangan, dalam melaksanakan
tugas di bidang anggaran;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian Anggaran,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

d. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

f. menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan keuangan
daerah;

g. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyusunan
rencana APBD;

h. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyusunan
rencana perubahan APBD,

L. menyusun rencana program kerma Triwulan/Tahunan bidang
Pendapatan dan Pengeluaramn;

]. menyiapkan konsep Surat Keputusan Otorisasi (SKO),

k. melaksanakan pengendalian /[ pengawasan terhadap
penyediaan Kredit Anggaran.

I. menyiapkan dan penyusunan nota keuangan yang akan
disampaikan kepada DPRD;

m. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
n. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Anggaran;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan, yang berkaitan dengan kegiatan  di bidang
anggaran, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

p. melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,
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melaksanakan evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan

tugas/kegiatan Sub Bagian Anggaran, sesuai ketentuan yang
berlaku;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Keuangan, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Perbendaharaan
Pasal 44

{1) Kepala Sub Bagian Perbendaharsan mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan untuk menerbitkan surat perintah membayar
{SPM), menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan
keuangan dan pemegang kas serta membina pemegang kas.

(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagamana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai uraian
tugas:

d.

2,

membanty Kepala Bagian Keuangan, dalam melaksanakan
tugas di bidang perbendaharaan;

, menyiapkan rencana dan program kena Sub Bagian

Perbendaharaan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
membina dan memotvasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas

pada pelaksana,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan  menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

menyiapkan dan pelaksanaan peneliian/pengujian semua
tagihan, Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan
berdasarkan syarat wetmatigheid dan doelmatigheid seria
menerbitkan Sural Penntah Membayar (SPM) atas dasar Surat
Keputusan Otansasi (SKO);

menyiapkan bahan penyusunan konsep alokas! anggaran per
triwulan;

. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan, semester dan

tahunan realisasi Dana Alokasi Umum (DALY,

membina terhadap pemegang Kas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

menyiapkan bahan penarbitan surat keterangan pemberhentian
pembayaran (SKPP) gaji pegawai;

menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan
Daerah;

melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian
K.euangan.

. mengoreksi data clahan hasil kerja pelaksana;

menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Perbendaharaan;



(1)

(2}

0. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
perbendaharaan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

p. melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan, sefiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan, sesuai ketentuan yang
berlaku;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Keuangan, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi
Pasal 45

Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas
pokok melaksanakan pembukuan secara sistematis  dan
kronologis, menyiapkan bahan perhitungan APBD serta
pemeriksaan surat pertanggung jawaban (SPJ).

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai
uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Keuangan, dalam melaksanakan
tugas di bidang pembukuan dan verifikasi;

b. menyiapkan rencana dan program kerfa Sub  Bagian
Pembukuan dan Verifikasi, sebagai pedoman pelaksanaan
fugas,

C. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana,

e, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana,

f. melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis
mengenai reglisasi penenmaan / pengeluaran anggaran;

g. melaksanakan pembukuan yang sifatnya administratif, berupa
perhitungan / pemindahan bukuan / perubahan dengan bentuk
pemindah bukuan/pembukuan administratif,

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan secara berkala baik
bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan mengenai
pelaksanaan anggaran;

i, meneliti dan pengujian kebenaran kelengkapan dan keabsahan
surat pertanggungjawaban (SPJ);

j. menyiapkan bahan pemberian peringatan atau teguran kepada
pimpinan unit kerja, dan Pemegang Kas atas keterlambatan
pengiriman surat pertanggungjawaban (SPJ);



(1)

(2}

B

k. melaksanakan proses dan penerbitan pengesahan surat
pertanggungjawaban (SPJ);

. melaksanakan register surat pengesahan pertanggungiawaban
(SPJ) yang sudah disahkan;

m. melaksanakan pengelolaan arsip surat pertanggungjawaban
(SPJ);

n. memberikan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan
penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi;

0. menyusun laporan realisasi APBD dan mempersiapkan
perhitungan APBD,

p. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

Q. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Pembukuan dan
Verifikasi;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
pembukuan dan verifikasi, dalam rangka pengambilan
keputusankebijakan;

5. melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Pembukuan dan Verfikasi, sesua
ketentuan yang berlaku,

5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Keuangan, sesuai bidang tugasnya.

BAB XVII
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Bagian Hubungan Masyarakat
Pasal 46

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok
mengelola kegiatan informasi dan pemberitaan mengenai
kebijakan pimpinan dan pemerintah daerah, keprotokolan dan
mengolah data elektronik,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayatl (1), Kepala Bagian Hubungan Masyarakal mempunyai uraian
tugas:

a. membantu Asisten Administrasi, dalam melaksanakan tugas di
bidang informasi dan pemberitaan, Kkeprotokolan dan
pengolahan data elektronik;

b. menyusun rencana dan program kerja Bagian Hubungan
Masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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membina dan memotivasi bawahan/pegawal serta memelihara
secara terus menerus kemampuan berprestasi pegawal di
Bagian Hubungan Masyarakat, dalam rangka peningkatan
produktifitas pegawai dan pengembangan karer pegawai;

. memimpin, mendistribusikan dan memberi  petunjuk

pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;

mengelola, mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data
glektronik dan keprotokolan;

menyusun bahan-bahan pedoman dan petunjuk  teknis
pembinaan dalam pelaksanaan hubungan masyarakat;

mengelola pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat,

mengeiola bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan informasi dan pemberitaan, pengolahan data
elektranik dan keprotokolan,

mengelola pengendalian terhadap operasional janngan internet
dan intranet yang dimiliki pemerintah daerah,

mengelola koordinasi operasional jaringan internet dan intranet
yang dimiliki pemearintah daerah, dalam bentuk Tim Koordinasi
Telematika Kahupaten Cirabon,

melaksanakan koordinasi horizontal dengan satuan kerja
terkait, guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. mengoreksi dan menyempumakan konsep-konsep naskah

dinas di bidang informasi, pembentaan, pengolahan data
elektronik, dan keprotokaolan:

. mengelola penyusunan rencana, pembahasan dan pelaksanaan

anggaran Bagian Hubungan Masyarakat;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten
Administrast yang berkaitan dengan informasi, pemberitaan,
pengolahan data elektronik dan keprotokolan, dalam rangka
pengambilan keputusan/strategi kebijakan daerah,

melaporkan kepada Asisten Administrasi, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan
tugas/kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat, sesuai
ketentuan yang berlaku;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi, sesuai bidang tugasnya.
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Bagian Kedua
Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan
Pasal 47

(1) Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan mempunyal tugas

(<)

pokok menyiapkan kegiatan mengenai informasi dan pemberitaan
Pemerintah Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan
mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, dalam
rmelaksanakan tugas di bidang informasi dan pemberitaan;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian Informasi
dan Pemberitaan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

¢. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

e. memantau, mengendalkan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana,

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional
informasi dan pemberitaan;

4. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

h. melaksanakan penghimpunan dan penganalisaan informasi
untuk bahan kebijakan pimpinan daearah;

i. melaksanakan pergkaman penyajian data dan
pendokumentasian hasil kegiatan pemerintah daerah;

J. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan
daerah dan pemerintah daerah;

K. menyiapkan bahan pemberitaan baik melalui media cetak
maupun media elektronik guna memperelas kebijakan
pemarintah daerah;

|. menyiapkan bahan publikasi kegiatan pemerintah daerah di
bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

m. melaksanakan pendistribusian bahan-bahan penerbitan;

n. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian
Hubungan Masyarakat;

0. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Informasi dan
Pemberitaan;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat. yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang informasi dan pemberitaan, dalam rangka pengambitan
keputusan/kebijakan daerah;

Q. melaporkan kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;



r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan, sesuai
ketentuan yang berlaku;

5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Hubungan Masyarakat, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik
Pasal 48

(1) Kepala Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas

(2]

pokok menyiapkan dan menyajikan bahan penyusunan petunjuk
teknis operasional pengolahan data elektronik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik
mempunyal uraian tugas:

d. membanty Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. dalam
melaksanakan tugas di bidang pengolahan data elektronik;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian
Pengolahan data Elektronik., sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;
c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan fugas;

d. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

e, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana,

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional
pengolahan data elektronik;

g. melaksanakan operasional data masukan, data keluaran,
perakarman operasi komputer dan pengolahan file data;

h. melaksanakan operasional pengembangan teknolog! informasi,
perangkat keras, perangkat lunak, pengembangan sumber
daya manusia bidang teknologi informasi, penyajian sistem
informasi manajemen dan manajemen informatika;

I, melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan  jaringan
internet dan intranet, yang dimiliki pemernintah daerah;

|. melaksanakan koordinasi kegiatan telematika pemerintah
daerah;

k. melaksanakan evaluasi data pengolahan data elektromk;
I. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

m. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Pengolahan Data
Elektromnik;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang pengclahan data elekironik, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan daerah;



(1)

(2)
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0. melaporkan kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Pengolahan Data Elekironik, sesuai
ketentuan yang beraku;

Q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ocleh Kepala
Bagian Hubungan Masyarakat, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Protokol
Pasal 49

Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai fugas pokok
melaksanakan kegiatan keprotokolan kegiatan dinas Bupati dan
Wakil Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagalmana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, dalam
melaksanakan tugas di bidang protokoler,

b. menyapkan rencana dan program kerja Sub Bagian Protokol,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

c. membina dan memaotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

2. memantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana,

f. menyiapkan kelengkapan acara dan upacara yang
diselenggarakan di lingkungan pemerintah daerah;

g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

h. menyusun acara dan mengurus administrasi perjalanan dinas
pejabat Pemenntah Daerah dan pejabat negara;

i. memberikan penghomatan/pelayanan terhadap tamu-tamu
baik pejabat negara maupun pejabat pemernntah;

j. mengoreksi data clahan hasil kerja pelaksana;
k. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Profokol,

|. memberkan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakal, yang berkaifan dengan kegiatan
keprotokolan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
daerah;

m. melaporkan kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat,
seliap selesal melaksanakan tugas/penugasan;,

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Protokol, sesuai ketentuan yang berlaku,
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0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh Kepala
Bagian Hubungan Masyarakat, sesuai bidang tugasnya.

BAB XV
BAGIAN PERLENGKAPAN
Bagian Pertama
Bagian Perlengkapan
Pasal 50

{1} Kepala Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok mengelola

i)

barang dan kekayaan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bagian Perlengkapan mempunyai uraian tugas:

a. membantu Asisten Administrasi, dalam melaksanakan fugas di
bidang perlengkapan dan kekayaan daerah;

b. menyusun rencana dan program kefja Bagan Perlengkapan,
sebagai pedoman pelaksanaan lugas;

€. membina dan memotivasi pelaksana/pegawai serta memalihara
secara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai  di
Bagian Perlengkapan dalam rangka peningkatan produktifitas
pegawai dan pengembangan karier pegawai,

d. memimpin, mendistribusikan dan memberi  petunjuk
pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai
bidang tugasnya;

g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan,

f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di  bidang
perlengkapan dan kekayaan daerah;

g. mengelola data dan penyusunan rencana kebutuhan
perlengkapan dan perbakalan;

h. mengelola penyusunan dan pencatatan data perfengkapan dan
perbekalan yang masih ada;

i. mengelola penyusunan data pengadaan periengkapan dan
kekayaan daerah;

j. mengelola penyimpanan dan pemeliharaan data pengadaan
perlengkapan dan kekayaan daerah;

k. mengelola penyimpanan dan pemeliharaan perlengkapan aset-
aset kekayaan daerah;

I. mengelola penataan dan penyusunan daftar perlengkapan aset-
aset kekayaan daerah,

m. memantau dan mengawasi daftar perengkapan aset-aset
kekayaan daerah;

n. mengeiola pendistristribusian periengkapan dan kekayaan
daerah;

0. mengelola pencatatan usulan kebutuhan perlengkapan dan
kekayaan daerah;
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mengelola penyusunan daftar barang yvang telah disalurkan;

mengeicla administrasi  perlengkapan, inventarisasi  dan
pendayagunaan aset-asel kekayaan daerah;

mengelola dan mengendalikan perlengkapan dan aset daerah;

mengelola penyusunan rencana, pembahasan dan pelaksanaan
anggaran Bagian Perlengkapan, i

memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten
Administrasi, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
pengelolan kekayaan daerah, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan daerah,

. melaporkan kepada Asisten Administrasi, setiap selesai

mealaksanakan tugas/penugasan;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Bagian Perlengkapan, sesuai ketentuan yang berlaky;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan
Pasal $1

(1} Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan
mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan analisis
kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan pemernintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan
mempunyai uraian fugas:

(2)

d.

membantu Kepala Bagian Perengkapan, dalam
melaksanakan tugas di bidang analisa kebutuhan dan
pengadaan barang;

menyiapkan rencana dan program kera Sub Bagian Analisa
Kepbutuhan dan Pengadaan, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

membina dan memaotivasi pelaksana daiam pelaksanaan fugas,

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

mengumpulkan dan menyusun standarisasi harga barang
setiap tahun anggaran;

melaksanakan pengumpulan dan penyusunan rencana
kebutuhan barang pemerintah daerah;

menyusun rencana tabunan barang daerah;

melaksanakan pengadaan barang keperluan Sekretariat
Daerah;
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melaksanakan pengumpulan dan penyusunan semua hasil
pengadaan barang lingkup pemerintah daerah;

menyampaikan dan penyajian data kebutuhan dan pengadaan
barang yang akan dilaksanakan/direalisir pengadaannya;

menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Bagian Keuangan
mengenal ketersediaan anggaran bagi kebutuhan dan
pengadaan materil atau dengan unit kerja lain  untuk
kepentingan penganalisaan kebutuhan perlengkapan;

. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
. meényiapkan rencana anggaran Sub Bagian Analisa Kebutuhan

dan Pengadaan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perlengkapan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
analisa kebutuhan dan pengadaan barang, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perdengkapan, setiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan,
sesual ketentuan yang berlaku;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perlengkapan, sesuai bidang tugasnya

Bagian Keempat
Sub Bagian Inventarisasi dan Pendayagunaan Aset
Pasal 52

Kepala Sub Bagian Inventansasi dan Pendayagunaan Aset
mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan inventarisasi
dan pendayagunaan aset-aset pemerintah daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Pendayagunaan
Aset mempunyai uraian tugas:

d.

b.

membantu Kepala Bagian Perlengkapan, dalam melaksanakan
tugas di bidang inventarisasi dan pendayagunaan aset daerah,

menyiapkan rencana dan program kera Sub Bagian
Inventarisasi dan Pendayagunaan Aset, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

membina dan memaotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana,

menyiapkan data dan pengadministrasian barang bergerak dan
tidak bergerak milik pemerintah daerah;
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g. melaksanakan pengawasan terhadap aset Pemerintah Daerah
baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Pemerintah
Daerah:

h. melaksanakan penserifikatan tanah-tanah yang menjadi asst
Pamerintah Daerah:

. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk
kepentingan pengadaan yang meliputi barang bergerak dan
tidak bergerak yang menjadi kekayaan daerah setiap tahun
anggaran;

J. melaksanakan pengolahan dan evaluasi terhadap barang-
barang aset daerah;

k. menyiapkan bahan penyusunan dan menyampaikan laporan
kondisi barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak
setiap tahun anggaram;

. melaksanakan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun
sekali, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

n. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Inventarisasi dan
Pendayagunaan Aset,

0. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perlengkapan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
analisa kebutuhan dan pengadaan barang, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan daerah;

p. melaporkan kepada Kepals Bagian Perlengkapan, sebap
selesar melaksanakan tugas/penugasan;

5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Inventarisasi dan Pendayagunaan Aset,
sesuai ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh Kepala
Bagian Perlengkapan. sesuai bidang tugasnya

Bagian Kelima
Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi
Pasal 53

Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengadministrasian, pemelinaraan dan
distribusi barang-barang daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi
mempunyai uraian ugas.

a. membantu Kepala Bagian Perlengkapan, dalam
melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan dan distribusi

barang daerah;

b. menyiapkan rencana dan program kera Sub Bagian
Pemeliharaan dan Distribusi, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

£. mambina dan memaotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,
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. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
pada pelaksana,

. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas pelaksana;

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data
di bidang pemeliharaan dan distribusi;

. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data
di bidang perawatan;

. menyiapkan dan menginventarisasi barang-barang yang rusak;

melaksanakan administrasi penermaan dan pengeluaran
perbekalan;

mengatur penyimpanan dan pendistribusian penggunaan
perbekalan;

. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana kantor
lingkup Sekretariat Daerah;

. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas
lingkup Sekretariat Daerah;

. menyiapkan pelaksanaan penghapusan barang daerah baik
barang bergerak maupun tidak bergerak, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pemeliharaan barang serta memantau penggunaannya;

. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian
Perlengkapan;

. melaksanakan koordinasi dengan dinasfinstansi dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

. mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

. menyiapkan rencana anggaran Sub Bagian Pemeliharaan dan
Distribusi;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perlengkapan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
analisa kebutuhan dan pengadaan barang, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan daerah,

. melaporkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan, setiap
selesal melaksanakan tugas/penugasan

melaksanakan ewvaluasi dan pelapoeran pelaksanaan tugas/
kegiatan Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi, sesuai
ketentuan yang berlaku,

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh Kepala
Bagian Perlengkapan, sesuai bidang tugasnya,
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BAB XVI

KETENTUAN LAIN
Pasal 54

Penetapan dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana, akan ditetapkan
lebih lamjut oleh Bupati

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang
mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.

FPasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinga, memearintahkan pengundangan
Peraturan Bupsati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal wnaa?&umﬁs
BN, Y 7

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2/Desenber. 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUFPATENCIREBON,

NUNUNG SANUHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006, NOMOR 23 SERI D.9
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BAB XVI

KETENTUAN LAIN
Pasal 54

Penetapan dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana, akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang
mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.

FPasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerntahkan pengundangan
FParaturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal. 21 Desember 2006

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENCIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008, NOMOR 23 SERI D.?



